
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 124 TAHUN2020

TENTANG

RINCIANTUGAS, FUNGSI DANTATAKERJA
BADANKEUANGANDANASET DAERAHKABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor
43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maIm
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2020
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KeIja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KeIja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana teIah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN: 3
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANG RINCIANTUGAS, FUNGSI
DANTATAKERJA BADANKEUANGANDANASET DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

S. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Ke1ompokPegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
LAKIPadalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pe1aksanaan pemerintahan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
yang disusun secara berkala.

11. Laporan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
LPPDadalah laporan atas penye1enggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ
adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah se1ama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II 4
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BABII
RINCIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal2

(1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Bupati mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang administrasi
keuangan dan aset daerah, yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang
Perbendaharaan, dan Bidang Aset.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Anggaran,
Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Aset;

b. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan
kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan
Bidang Aset;

c. pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Anggaran,
Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Aset;

d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis,
program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP,
LKPJdan LPPDBadan;

b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, aset,
akuntansi dan pelaporan serta UPTdan Jabatan Fungsional;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
umum di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan
pelaporan;

d. merumuskan rencana pembangunan di bidang anggaran,
perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;

e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, anggaran,
perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan
Jabatan Fungsional;

f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada
Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di
bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan! atau
lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Badan;

h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan.

Bagian 5
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal3

(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis
dan koordinasi dengan unit keIja terkait serta penyusunan bahan
pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umurn dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi program kerja Badan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan,
evaluasi dan pelaporan; dan

c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, umum dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai rindan tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan bahan

perurnusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan
program, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang
penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f. melaksanakan pengelolaan dokurnentasi peraturan perundang-

undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. menyelia pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaanjabatan fungsional;
i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP,

LPPD,LKPJBadan;
j. menyelia penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit keIja terkait;
1. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan

program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal4

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait
serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

(2)Dalam 6
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan

kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait

di bidang umum dan kepegawaian; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umumdan

kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;
b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian;
c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di

lingkungan Badan;
d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta

pemberhentian pegawai;
g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit

kerja di lingkungan Badan;
h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,

pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan
kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan
keamanan kantor;

i. membimbing penyusunan bahan pembinaanjabatan fungsional;
J. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis

beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;
1. melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental

di bidang umum dan kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal5

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencaaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan
unit keIja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan 7
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a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis elibidang
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait
elibidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas dibidang
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan,

Perencaaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis elibidang

keuangan, perencanaan, evaluasi dan pe1aporan Badan;
c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP,

LPPD,LKPJ Badan;
d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA),Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah
serta pembayaran lainnya;

g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
h. melaksanakan verif:tkasikeuangan;
i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan

pertanggungjawaban keuangan;
J. membimbing penyusunan bahan kerjasama eli bidang keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
k. membimbing penyusunan te1aahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan di bidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

1. me1aksanakan penge101aanaset/barang;
m. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental eli

bidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasal6

(1) Bidang Anggaran elipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menge101a,
mengoordinasikan, membagi tugas mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan Penyusunan Anggaran dan Pengendalian Anggaran.

(2)Dalam 8
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(2) DalaIDmelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional kegiatan urusan Anggaran;
b. pengelolaan urusan Anggaran;
c. pengoordinasian urusan Anggaran;
d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Anggaran;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

strategis dan rencana keIja Badan daerah lingkup Bidang;
b. menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan dan anggaran lingkup

Bidang;
c. menyelenggarakan kegiatan urusan pengelolaan anggaran daerah;
d. menye1enggarakan koordinasi penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran;
e. menyelenggarakan kegiatan penyusunan bahan koordinasi

penyelenggaraan penyusunan PPAS;
f. mengendalikan kegiatan penyusunan APBDdan perubahanAPBD;
g. mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran kas (cash budget);
h. menye1enggarakan kegiatan penyusunan bahan RKA-SKPD, RKAP-

SKPD,DPA-SKPDdan DPPA-SKPD;
i. mengendalikan kegiatan penelitian RKA-SKPD, RKAP-SKPD, DPA-

SKPDdan DPPA-SKPD;
j. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang anggaran;
k. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di

lingkup bidang anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
1. melaksanakan evaluasi menyusun laporan kegiatan dan

pertanggungjawaban keuangan Bidang Anggaran dengan akurat dan
tepat waktu.

Paragraf 1
Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Pasal7

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
me1aksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Penyusunan Anggaran.

(2) Dalam me1aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Penyusunan Anggaran;
b. pelaksanaan urusan Penyusunan Anggaran;
c. pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan Penyusunan

Anggaran;
d. pengawasan tugas penye1enggaraan urusan Penyusunan Anggaran;
e. pelaporan urusan bidang Penyusunan Anggaran.

(3)Dalam 9
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. memeriksa bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA)dan

rencana kerja (RENJA)lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
b. membimbing penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan Sub

Bidang Penyusunan Anggaran;
c. membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan bahan

evaluasi program dan kegiatan penyusunan anggaran;
e. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan Rancangan

APBDdan perubahan APBD;
f. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan Rancangan penjabaran

APBDdan perubahan APBD;
g. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan anggaran

sebagai pencatatan dan laporan keuangan daerah;
h. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan perencanaan kegiatan,

evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
i. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan koordinasi kegiatan urusan

bidang Penyusunan Anggaran;
j. melaksanakan kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sub

Bidang Penyusunan Anggaran;
1. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub

Bidang Penyusunan Anggaran.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Pasal8

(1) Sub Bidang Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Pengendalian Anggaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Pengendalian Anggaran;
b. pelaksanaan urusan Pengendalian Anggaran;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Anggaran;
d. pengawasan urusan Pengendalian Anggaran;
e. pelaporan urusan Pengendalian Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. memeriksa bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

lingkup Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
b. membimbing 10
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b. membimbing penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan Sub
Bidang Pengendalian Anggaran;

c. membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi dan meneliti Rencana Kerja dan

Anggaran SKPDdan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD;
e. melaksanakan kegiatan verifikasi dan meneliti Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian APBDdan perubahan APBD;
g. melaksanakan kegiatan penyusunan dan penghimpunan bahan

pertanggungjawaban kepala daerah tentang APBD;
h. melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran kas (cash budget);
i. melaksanakan kegiatan penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD);
j. melaksanakan kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang

Pengendalian Anggaran;
1. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub

Bidang Pengendalian Anggaran.

Paragraf3
Sub Bidang Perencanaan Anggaran
dan Pengeloaan Dana Transfer

Pasal9

(1) Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana
Transfer mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan

Dana Transfer;
b. pelaksanaan urusan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana

Transfer;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan dan Pengelolaan

Dana Transfer;
d. pengawasan urusan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana

Transfer;
e. pelaporan urusan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana

Transfer.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. memeriksa bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

lingkup sub Bidang Perencanaan Dana Transfer;

b. membimbing 11
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b. membimbing penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan Sub
Bidang Perencanaan Dana Transfer;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan prognosa rencana penerimaan
dana transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;

d. menyusun Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan
Tahunan Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer sebagai dasar
penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan
Tahunan Badan;

e. melaksanakan verifikasi pengajuan bantuan keuangan provinsi oleh
Perangkat Daerah;

f. me1aksanakan veriIIkasi dan validasi pelaporan dana transfer daerah;
g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat

terkait penyaluran dan pelaporan dana transfer daerah;
h. melaksanakan evaluasi penyerapan dana transfer daerah pada

Perangkat Daerah penerima;
i. melaksanakan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA);
j. melaksanakan kegiatan penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS);
k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang

Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer;
1. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub

Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

Bagian Keempat
Bidang Aset

PasallO

(1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas
merencanakan operasional, menge101a,mengoordinasikan, membagi tugas
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Penatausahaan,
Pendayagunaan dan Pengamanan Aset berupa Barang MilikDaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional kegiatan urusan aset berupa barang milik

daerah;
b. pengelolaan urusan aset berupa barang milik daerah;
c. pengoordinasian urusan aset berupa barang milik derah;
d. pembagian pelaksanaan tugas urusan aset berupa barang milik

daerah;
e. pengendalian, Evaluasi dan pelaporan urusan aset berupa barang

milik daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Aset mempunyai rindan tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan

barang milik daerah;
b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Rencana Kebutuhan

Barang MilikDaerah (RKBMD);

c. menyelenggarakan 12



12

c. menyelenggarakan kegiatan dokumentasi kepemilikan barang daerah
untuk kendaraan dan tanah;

d. menyelenggarakan kegiatan pencatatan barang dari kewajiban Pihak
Ketiga berdasarkan perjanjian tertentu dan/ atau pe1aksanaan
peraturan perundang-undangan;

e. menyelenggarakan kegiatan pencatatan Daftar Hasil Pengadaan
Barang MilikDaerah (DHPBMD)dan Daftar Barang MilikDaerah;

f. menyelenggarakan kegiatan penatausahaan dan pengamanan barang
milik daerah pada pengelola barang;

g. menye1enggarakan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dengan
pengguna barang;

h. menyelenggarakan kegiatan rekapitulasi atas pencatatan dan
pendaftaran barang milik daerah dalam Dafar Barang Milik Daerah
(DBMD);

i. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi barang milik daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun laporan
Inventarls barang;

j. menye1enggarakan kegiatan penyusunan laporan barang semesteran
dan tahunan menjadi Laporan Barang MilikDaerah (LBMD);

k. menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penelitian data
inventaris barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapus dari
daftar barang dan menyelenggarakan penghapusan barang milik
daerah;

1. menyelenggarakan kegiatan penghimpunan bahan pengkajian,
pemusnahan barang milik daerah;

m. menye1enggarakan penatausahaan pemindahtanganan barang milik
daerah;

n. menyelenggarakan penatausahaan atas pemanfaatan barang milik
daerah;

o. menyelenggarakan pembentukan panitia penilaian barang milik
daerah selain tanah dan bangunan;

p. menyelenggarakan pengadaan penilai barang milik daerah dalam
rangka pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah;

q. menyelenggarakan kesekretarlatan penyelesaian tuntutan kerugian
daerah dari barang milik daerah;

r. me1aksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ..

Paragraf 1
Sub Bidang Penatausahaan Aset

Pasalll

(1) Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Penatausahaan Aset.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Penatausahaan Aset berupa barang

milik daerah;
b. pelaksanaan urusan Penatausahaan Aset berupa barang milik darah;

c. pembagian 13
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c. pembagian Pe1aksanaan tugas urusan Penatausahaan Aset berupa
barang milik daerah;

d. pengawasan urusan Penatausahaan Aset berupa barang milik daerah;
e. pelaporan urusan Penatausahaan Aset berupa barang milik daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

lingkup sub Bidang Penatausahaan Aset;
b. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bidang

Penatausahaan Aset;
c. membagi tugas, memberi arahan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan, penghimpunan, dan

penelitian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah setiap
Perangkat Daerah;

e. me1aksanakan kegiatan penyusunan dan menyiapkan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah kepada
Pengelola Barang untuk ditetapkan;

f. me1aksanakan Kegiatan penyiapan bahan dan menghimpun data
pengadaan barang milik daerah dari setiap Perangkat Daerah;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang
milik Daerah dari realisasi Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan
Be1anjaDaerah dan perolehan lainnya yang sah;

h. melaksanakan kegiatan penelitian atas permohonan penetapan status
penggunaan barang berupa tanah dan atau bangunan serta barang
milik daerah selain tanah dan atau bangunan dati pengguna barang
yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah
serta perolehan lainnya yang sah;

i. melaksanakan kegiatan Pencatatan Laporan Barang Pengelola untuk
Tanah dan Bangunan yang tidak dipergunakan oleh Perangkat
Daerah;

j. melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan barang Semesteran dan
Tahunan sebagai bahan Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah;

k. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan dan melakukan rekonsilisasi
Barang MilikDaerah dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah;

1. me1aksanakan kegiatan fasilitasi, pembinaan teknis, dan pengendalian
terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi pencatatan /
pembukuan, inventarisasi dan pe1aporan Barang MilikDaerah;

m. menyimpan salinan Dokumen Laporan Barang Pengguna / Kuasa
Pengguna Barang;

n. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan
pendampingan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan me1aksanakan penyusunan
Laporan Inventaisasi Barang MilikDaerah;

o. melaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen stok opname, laporan
mutasi barang persediaan seluruh SKPDper semester dan tahunan;

p. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan persediaan Pemerlntah
Kabupaten Majalengka setiap semester dan tahunan;

q. melaksanakan 14
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q. melaksanakan kegiatan pembinaan penatausahaan SKPD pengelola
barang persediaan;

r. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan penyusunan laporan
aset tidak berwujud, aset rusak berat, dan aset lainnya dati SKPD.

s. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang
Penatausahaan Aset.

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

Pasal12

(1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai
fungsi:
a. perencanaan kegiatan usulan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

berupa barang milik daerah;
b. pelaksanaan urusan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset berupa

barang milik daerah;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengamanan dan Pemanfaatan

Aset berupa barang milik daerah;
d. pengawasan urusan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset berupa

barang milik daerah;
e. pelaporan urusan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset berupa barang

milik daerah;

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan perencanaan dan anggaran kegiatan Pengamanan dan

Pemanfaatan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten
Majalengka sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

b. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana
strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Sub Bidang
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah kabupaten Majalengka.

c. membagi tugas, memberi arahan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. melaksanakan kegiatan penelitian atas permohonan penggunaan dan

perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain;

e. melaksanakan kegiatan penelitian atas usulan dan pemanfaatan
barang milik daerah;

f. melaksanakan kegiatan pengamanan administrasi, fisik dan hukum
terhadap tanah, bangunan dan kendaraan dinas milik pemerintah
daerah;

g. melaksanakan 15
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g. melaksanakan kegiatan pengamanan administrasi, fisik dan hukum
terhadap barang selain tanah, gedung dan atau bangunan, rumah
negara, yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima;

h. melaksanakan kegiatan penyimpanan bukti asli kepemilikan barang
milik daerah berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan
dinas/operasional;

i. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang
Pengamanana dan Pemanfaatan Aset;

j. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub
Bidang Pengamanana dan Pemanfaatan Aset.

k. melaksanakan kegiatan dan dokumentasi penyelesaian tuntutan ganti
rugi dari barang milik daerah;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset

Pasal13

(1) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
melaporkan urusan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.

(2) Dalam melkasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset
mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Pemindahtanganan dan Penghapusan

Aset berupa barang milik daerah;
b. pelaksanaan urusan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset

berupa barang milik daerah;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemindahtanganan dan

Penghapusan Aset berupa barang milik daerah;
d. pengawasan urusan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset berupa

barang milik daerah;
e. pelaporan urusan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset berupa

barang milik daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

lingkup Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
b. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bidang

Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
c. membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan kajian data Administrasi dan

fisik usulan pemindah tanganan barang milik daerah;
e. penatausahaan aset berupa barang milik daerah dalam bentuk

penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal;

f. menyiapkan 16
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f. menyiapkan penilaian atas barang milik daerah yang akan
dipindahtangankan;

g. menyiapkan pelaksanaan lelangjpenjualan langsung untuk barang
milik daerah yang akan dijual;

h. melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan bahan administrasi
penghapusan aset meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna
danjatau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar
Barang Pengelola dan Penghapusan dari Daftar Barang MilikDaerah;

i. menyiapkan pelaksanaan pendataan Aset Rusak Berat yang akan
dihapuskan;

j. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang
Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;

k. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub
Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;

1. menyiapkan bahan kajian usulan pemusnahan dan penatausahaan
pemusnahan barang milik daerah;

m. melaksanakan kegiatan pemantauan pengelolaan barang milik daerah;
n. melaksanakan penyiapan bahan kajian investigasi pengelola barang;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perbendaharaan

Pasal14

(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, membagi tugas mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan Perbendaharaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional kegiatan urusan Perbendaharaan;
b. pengelolaan urusan Perbendaharaan;
c. pengoordinasian urusan Perbendaharaan;
d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perbendaharaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Perbendaharaan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Perbendaharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana keIja (RENJA)lingkup Bidang Perbendaharaan;
b. menyusun Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan

Tahunan Bidang Perbendaharaan sebagai dasar penyusunan Laporan
Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan Tahunan Badan
Keuangan dan Aset Daerah;

c. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

d. mengoordinasikan penempatan uang pada rekening umum kas
daerah, pengawasan likuiditas kas daerah serta pengelolaan dan
penatausahaan investasi kas daerah;

e. menyelenggarakan 17
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e. menyelenggarakan kegiatan pemantauan pelaksanaan penge1uaran
APBDoleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. melakukan pemantauan pelaksanaan penelitian kelengkapan
dokumen surat perintah membayar (SPM), Surat Pengajuan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)yang diajukan pengguna
anggaran;

g. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D), Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dan surat keterangan
pemberhentian pembayaran gaji (SKPP);

h. menerbitkan penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);

i. menyelenggarakan Penyusunan laporan konsolidasi Laporan
Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah semester pertama dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

j. menyelenggarakan kegiatan penyusunan konsolidasi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur Akuntansi SKPKD;
1. mengoordinasikan pengelolaan dan pemantauan implementasi

transaksi non tunai;
m. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

n. menyelenggarakan pengelolaan dan penatausahaan gaji Aparatur
Sipil Negara;

o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Bidang
Perbendaharaan.

Paragraf 1
Sub Bidang Belanja Daerah

Pasal15

(1) Sub Bidang Belanja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Belanja Daerah.

(2) Dalam me1aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Belanja Daerah;
b. pelaksanaan urusan Belanja Daerah;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Belanja Daerah;
d. pengawasan urusan Belanja Daerah;
e. pelaporan urusan Belanja Daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA)dan

rencana keIja (RENJA)lingkup Sub Bidang Belanja Daerah;
b. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bidang Belanja

Daerah;

c. membagi 18
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c. membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kineIja bawahan;
d. menyusun Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan

Tahunan Sub Bidang Belanja Daerah sebagai dasar penyusunan
Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan Tahunan Badan
Keuangan dan Aset Daerah;

e. me1aksanakan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pengesahan dan
Belanja (SP3B)yang diajukan Pengguna Anggaran seluruh SKPD;

f. melaksanakan dan menatausahakan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP2B)dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP);

g. melaksanakan penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana
(SP2D);

h. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan gaji Aparatur Sipil
Negara;

i. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang Belanja
Daerah;

j. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub
Bidang Belanja Daerah;

k. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh
SKPD.

Paragraf2
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal16

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Pengelolaan Kas Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Pengelolaan Kas Daerah;
b. pelaksanaan urusan Pengelolaan Kas Daerah;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengelolaan Kas Daerah;
d. pengawasan urusan Pengelolaan Kas Daerah;
e. pelaporan urusan Pengelolaan Kas Daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA)dan

rencana keIja (RENJA)lingkup Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
b. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bidang

Pengelolaan Kas Daerah;
c. menyusun Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan

Tahunan Sub Bidang Penge101aan Kas Daerah sebagai dasar
penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan, Semester, dan
Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

d. melaksanakan dan menatausahakan penempatan uang pada rekening
umum kas daerah;

c. melaksanakan 19
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e. melaksanakan dan menatausahakan investasi kas daerah;
f. menjaga likuiditas Kas Daerah;
g. melaksanakan kegiatan penyimpanan uang daerah;
h. melaksanakan kegiatan pemantauan penerimaan dan pengeluaran

APBDoleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
i. melaksanakan pengiriman SP2D ke Bank Operasional untuk proses

transfer ke rekening penerima;
j. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Implementasi Transaksi

NonTunai;
k. melaksanakan kegiatan penyiapan laporan kas posisi harian, setiap

akhir jam kerja;
1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan dan

pertanggungjawaban keuangan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Paragraf 3
Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Pasal17

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan Akuntansi dan Pelaporan;
b. pelaksanaan urusan Akuntansi dan Pelaporan;
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Akuntansi dan Pelaporan;
d. pengawasan urusan Akuntansi dan Pe1aporan;
e. pelaporan urusan Akuntansi dan Pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai rindan tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja)lingkup Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
b. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bidang Bidang

Akuntansi dan Pelaporan;
c. melaksanakan prosedur akuntansi SKPKD;
d. melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya;

e. melaksanakan penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
f. menyusun Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari

se1uruh SKPD;
g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan Analisa Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati Pertanggungjawaban Pe1aksanaan APBD;

i. melakukan 20
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1. melakukan pembinaan pelaporan keuangan seluruh SKPD;
j. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang

Akuntansi dan Pelaporan;
k. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub

BidangAkuntansi dan Pelaporan.

Bagian Keenam
KelompokJabatan Fungsional

Pasal18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BABIII
TATAKERJA

Pasal19

(1) KepalaBadan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang
berkaitan dengan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi
dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan.

Pasal20

(1) Kepala Badan dan masing-masing pimpinan unit kerja dapat
menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah
ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.

(3)Tugas 21
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(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus
ditetapkan sebagai target kineIja di dalam. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.

(4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Pada saat Peraturan Bupati. ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
KeIja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam. Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

~-
DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1003
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